
o bahwa memenuha ketentuan Pasal 185 eyal (4J Unoang-Undang 
Nomor 32 Tanon 2004 tentang Pemerantahan Daerah 5Pbaga,mana 
telah dlubah dengan Undar,g-Undang Nomor 8 Tahun 2005 teniang 
Penetapan Peraturan Pernenntah Penggant, Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 :entang Perubahan Undang Undang Nornor 
32 Tahun 2004 tent.mg Pernenntahan Oaerah menJada Undang 
Undang Dewan Pe,wak,lan Ral<yat Daerah (DPRD) bersama 
Bupatl BanY'.JmaS telah menyempumakan Rancangan Peraierun 
Daerah tentang Angga•an Pendapatan dan Belan1a Oaerah (APSOJ 
Tahun Angga,an 2008 sesua1 deng~n Keputusal\ Gubernur Jawa 
Tengah Nomor 910/03712008 tentang Evaluas1 R11ncangan 
Peratwan Oaerah Kabupaten Banyumas k!ntang Anggaran 
Pendapatan dan BelanJ8 Oaerah Tahun Anqgaran 2008 dan 
Rancangao Pereturan BupalJ Banyumas ten:.an9 penJabaran 
Anggaran PcndapatJn dan Belatlja Ooerah 1APBOJ Tahun 
Anggaran 2008 

b bahwa penyempurnaan sebagaimona damaksud pada hun,t a 
a,takukan agar Peroiuran Oaerah tentang APBO Tahun Anggmon 
2008 bdak benentangan dengnn kepc,,tangan umum dan peraturan 
perundang-undangan yang leblh hngg, 

e bahwa berdasarl<an pemmbangan sebaga,mana d ma,sud pada 
huruf a dan huruf b pertu d1tetapkan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapalan dan BeianJa Oaerah Kabupaten Banyumas 
Tahun Anggaran 2008 

ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA OAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR 4 TAHUN 2008 

c 

Men,mbang 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 



Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Prop1nsl Jawa 
Tengah 

2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Paiak Burm dan 
Bangunan (lembaran Negara Repul>M< Indonesia Tahu~ 1985 
Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republok l!ldones,a Nomor 
3312) sebaga,mana tetah doubah dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tanun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1985 lentang PaJak Burn, dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republ,k lndonesra Tahun 1994 Namor 62. Tambahan I embaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 3569) , 

3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pa)<I< Daerah dan 
Reltobus, Daerah (Lembaran Negara Repubt1k Indonesia Tehun 
1997 Nomor •1. Tambahan Lembaran Negara Repubuk Indonesia 
No'llor 3685) seba9aJ1T111na 1etah doubah dengan Undang-undang 
Nomor J4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paiak Daerah dan Rembus, Daerah 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 
Tambahan Lembaran Negara Republ1i< Indonesia Nomo, 4048) , 

4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Alas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Rcpubhi< lndonos,a 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Republ,k 
Indonesia Nomor 3688) 

5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang B9rs,h dan Bebas dari Korupsr Kolus, dan NepOllsme 
(Lembaran Negara Republlk lndoneS1a Tahun 1999 Nomor 75 
Tambahan lembaran Negara Republ,k Indonesia Nomor 3851) 

6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan Negara 
(lembaran Negara Republrk lndone.,a Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan lembaran Negara Republ•k Indonesia Nomor 4286), 

7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 1en1ar,g Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Repubhk lndoneS1a Tahun 2004 Nomor 
5 Tambahan lembaran Negara Republ,~ lndonc,la Nomor 4355). 

8 Undang-undang Nomo, 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Ri,publ1k 
Indonesia Tahun 20(),I Nomor 53, Tambanan l embaran Negara 
Repubhk lndonMia Nomor 4389) , 

9 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tontang Pcmenksaan 
Pengelolaan dan Tanggung1awab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Reput,hk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan 
Lembaran Negara Republ•k Indonesia Nomor 44001 

G 

c 

Mengingal 



10 Undang-undang Nomor 25 Tahun 200'- tentang S,sien, 
Perencanaan Pembangunan NaSJonal (Lembaran Negara Repubhk 
lndones,a Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara 
Repubbk Indonesia Nomor 44211 

11 Undang·undang Nomor 32 Tahun 2004 1entang Pernenntanan 
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebaga,mana tetah 
diubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
PerahJran Pemenntah Penggan1' Undang-undang Nomo1 3 Tahun 
2005 tentang Perubahan Alas Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tenlang Pemenntahan Oaerah men1ad1 Undang-undang 
(lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republ,k lndooos,a Nomor 4548), 

12 Undang-undang Nomor 33 Tahun 20(),1 tenlang Penmbangan 
Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pernermtahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438), 

13 Peraturan Pemenntah Nornor 79 Tahun 2005 tC11:ang Pedoman 
Pembtnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemer,ntahan 
Oaerah (Lembaran Negara Repubh~ lndor>e$,a Tahun 2005 Nomor 
165. Tambahan Lembaran Negara Repubhk tndoeosra Nomor 4593 

14 Peraturan Pemennlah Nomor 65 Tahun 2001 ten1ang Paia· Oaorah 
(Lembaran Negara Republ k lndones,a Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomoi 4138J, 

15 Peratursn Pemenntah Nomor 66 Tahun 2001 1en1ang Rc1obus, 
Oaemh (Lembaran Negara Repobl,k Indonesia Tahun 2001 Nomo, 
119. Tambahan Lembaran Negara Repobl'k lndon<'s.a Nomor 
4139), 

16 Pcra1uran Pemenntah Nom0< 24 Tahun 2004 1en1arig Kl>d·,d~~an 
Protokoler dan Keuangan P,mp,nan dan Anggota Dewan Porwakdan 
Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Repubhk lndones.a l ahun 2004 
Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 
4416) sebaga1mana 1elah d1ubah dengan Peraturan Pemer,ntah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke1,ga Alas Peraturan 
Pemerin1an Nomor 24 Tahun 2004 tentan,i Kl>duduKan Pro1c,koler 
dan Keuangan P,mp,nan dan Anggola Dewan Perwa«la"I Ralcyat 
Oaerah (Lembaran Negara Republi• lndones,a Tahun 2007 Nomo1 
47 Tambahan Lembaran Negara Republok tndones,a Non,or 4712). 

17 Peraturan Pemenntsh Nomor 23 Tahun 2005 ten1ang Pengel.Jlaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembara11 Negara Rcpublik 
tndones,a Tahun 2005 Nornor 48, Tambahan Lembaran Negara 
RepubhK lndonns,a Nomor 4502) , 

c 



0 

,a Peraturan Pemenruah Nomor 24 Tahun 2005 ten!ang Standar 
Akunlansi Pemenntahan (lembaran Negara Reput:l,k lndones,a 
Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Repub~k 
mdonesra Nomor 4503) 

19 Peraluran Pemenntah Nomor 5" Tatiun 200~ lentang P,~~aman 
Oaerah (Lembaran Negara Rcput>Lk lndones,a Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republ·1< lndones,a Nomor 
4574), 

20 Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 011na 
Penmbangan (lembaran Negara RepubU, Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Nega,a Republ,~. Indonesia 
Nomor4575) 

21 Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tenlang Ststern 
lnformas, Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republ , Indonesia 
Tahun 2005 Nom0< 138. Tambahan Lembaran Negara Rept,Dhk 
Indonesia Nomor 4576) , 

22 Peraturan Pemenntah Nomor 57 Tahun 2005 t~ntan9 I tibah 
(Lembaran Negara Rcpubl, Indonesia Tahun 2005 Nomo• 139 
Tambahan lembaran Negara Republ1K Indonesia Nomor 45 77) 

23 Peraturan Pemerintart Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelotaan 
Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republ1\ lndooe>1a Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repub11k Indonesia 
Nomor 4578), 

24 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelaya~an M,n1mal 
(Lembaran Negara Republlk lndones,a Tahun 2005 Nomor 150. 
Tambahan t.embaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4585) 

25 Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuang"n dan K1neqa lnstans1 Pemenntah (Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomoc 4614) 

26 Peraturan Menten Oalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 lentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oacrah , 

27 Peraturon Menten Oa•am Negen Nomor 30 Tahun 2007 l~n~,r,g 
Pedoman Penyusunan APBO Tashun 2008, 

28 Peraturan Oaerah Katx,paten Banyumas Nomor 9 Tahun 200o 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Mer,engah Oaerah l ran.,!! 
Kabupaten Banyumas Tahun 2007·2008 (LerrbarM Oaerah 
Kobupaten S.,nyumas Nomor 4 Sen E) 

29 P,raturan Oaerah Kabupaten Banyumas Nomo, 22 T ahun 2006 
tentang Pokok-pokok Penge101aan Keuangan Oaeran (L~moaran 
Oaerah Kobupa1en Banyumas Nomor 14 Ser, f) 

c 



Rp 46 477 371 000.00 
Rp 702 152 351 000,00 
Rp 10 146 000 000.00 

domaksud pada ayat ( 1) t,unif b lcrd•n dan 1en11 (3) Dana per,mbangan sebaga,mana 
pendapatan 
a Dana bag, hasll seJumlah 
b. Dona alokas1 umum seiumlah 
c Dana alokas, khusus se1umlah 

(2) Pcndapatan Aslt Daerah sebaga,mana dmaksud pada ayat ( 1) huruf a terd,n dan 1en,s 
pend a pa tan 
a Pajak daerah se)umlah Rp 17 223 262 4 72 00 
b RetnbuSI doerah acJumlah Rp 55 837 905 289.00 
c Hasll pengelolaan kekayoan daerah yang d10,sahkan &eJumlah Ro 5 351 668 903.00 
d Lain-lain pendapatan osl! daerah yang sah se,umtah Rp 10 673 438 J36.00 

(1) Pendapatan Oaerah sebaga,mana d1maksud dalam Pasai 1 1erdon dar: 
a Pendapa1an Ash Daerah se1umlah Rp 89 086 275 000.00 
b. Dana Penmbangan seJumlah Rp 758 775 722 000.00 
e. Lam-lam pcndapatan daerah yang sah se1umlah Rp 54 604 532 000.00 

Pasal2 c 
Sosa Leb1h Pemb,ayaan Anggaran Tahun Berl<enaan Rp O 

Rp 143 624,063 000.00 Pemb,ayaan Neno 

3. Pemb,ayaan Daerah 
a Penenmaan Rp 143 624 063 000.00 
b Pengeluaran ,cR,:p .....,,0::.:,,00::: 

Rp 902 466 529 000 00 

Rp 1 046 090 592 000,00 

Rp (143 624 063 000 00) Surplusl(Oef~•O 

Pendapatan Daerah 

2 Belan1a Daerah 

r, Anggaran Pendapatan dan Selanµ, Daerah Tahun Anggaran 2008 sebaga, benkut .... 

Pasal 1 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008 

Menetapkan 

MEMlJTUSKAN : 

BUPATI BANYUMAS 
dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEAAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

Dengan Persenquan Bersama 



Uraian leb1h lanjut Anggaran Pendapatan dan Belan1a Daerah sebaga,mann a, maksud 
dalam Pasal 1 tercsntum dalam Lamp,ran yang merupakan bag,an yang Mak :crp,$1!hkan 
darl Pe,aturan Oaerah 101, terdm dan 
1 Lampiran I R,ngkasan APBO, 
2 Lampiran II R1ngkas.1n APBD menurut Urusan Peme""tahan Daera'1 dan O•ga~•<as1 

SKPD 
R,nc,an APBD mcnuru1 Urusan Pemermtahan. Organ,asasl SKPD , 
Pendapaton. Belania dan Pemb,ayaan 
Rekapuulas, Belan,a menurut Urusan Pemerintanan Dacrah 01gan1sas1 
SKPD. Program dan Keg~,tan. 
Rekap1tulas1 Belan1a Daerah untul<. keselarasan dan keterpaduan Urusan 
Pemenntahan Daerah dan Fungs, oalam Kerar,gka PengelOlaan 
Keuangan Negara , 
Daftar Jumlah Pegawa, Per Cotongan dan Per Jabatan, 
Daftar P1u1ang Daeran. 
Defter Penyerinan Modal (lnvesta11) Daerah • 
Daflar Perk1raan Penambahan dan Pangurangan A,ryt Tetap Dae,ah, 

3 Lampiran Ill 

~ Lamp,ran IV 

5 Lampiran V 

6 Lamplran VI 
1 Lamp,ran VII 
8 Lamp,ran VIII 
9 uimp,ran IX 

(2) Penenmaan sebaga,mana d1maksud pooa ayat (I) huruf a terd,11 dan ien,, pemo .. ,aan 
a S,sa Leblh Perh11ungan Anggaran Ta~un Anggaran sebe,umnya (S,LPA) SP.Jumlah 

Rp 133 624 063 000,00 
b Penenmaan Dana Cadangan Rp 10 000 000 000.00 

Pasal 5 

(1; Pemb,ayaan Daerah sebaga,mana d,maksud dalam Pasal 1 terd,n dan 
a. Penenmaan se1umlah Rp 143 624 063 000.00 
b Pengeluaran se1umlah Rp O 00 

Pasal ~ 

{3J Be1an1a Langsung sebaga,mana dmaksud pada ayat ( 1) huruf b terd,ri dan 1en,s betan1a 
a Belania pegawa, se1umlah Rp 62 602 089 577,00 
b Belan1a barang dan Jasa seiumlah Rp 125 349 305 314.00 
e Belan1a modal seJumlah Rp 145 ~56 095 109.00 

Rp 595 000 803 428.00 
Rp 8 741 962 920.00 
Rp 58 405 835 652. 00 
Rp 437 500 000,00 
Rp 47 097 000 000,00 
Rp 3.000 000 000.00 

(2) Belal\ja Tldak Langsung sebagawnana d,maksud pada ayat ( l) huruf a teld,r, dan ,en1S 
betarua 
a Belania pegawa, seiumlah 
b Belanja h1bah seJumlah 
c Belan1a banluan sosral seiumlah 
d BelanJa bag, hasil se1umlah 
e Belarua bantuan keuangan seiumiah 
f Belan1a lldak 1eiduga seiumlah 

(1) Belan1a Daer ah sebaga,mana d1maksud daJam Pasal 1 terdtn dari 
a Betarua Tldak Langsung sejumtan Rp 712 683 102 000.00 
b BelanJa Langsung sejumlah Rp 333 407 ~90 000 00 

Pasal 3 

Rp 32 450 000 000,00 
Rp 22 154 532000.00 

(4) Lam-tam pendapatan daerah yang sah sebaga,mana o,maksud pada ayat ( 1) hutuf c 
terdin dan 1ems pendapatan . 
a. Dana Bag, Hasil Pa1a~ dan Prop1ns1 se1umlah 
b Bantuan Keuangan darl Prop,ns, se1umlah 



Plt.SEKRET~~~:~~BANYUMAS 

PP.mblno OUL-n,, fo\udrJ 
lltP. 010 183 :339 

LEMBARAN OAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI A 

O,undangkan d1 Banyumas 
r'ada tanggal 4 i'ebruarl 2001:l 

ARIS SETIONO 

O,tetapkan dt Banyumas 
pada tanggal " "1>r1rnrl ''1011 ( 

Agar set,ap orang mengctahu1nya, memenntahkan pengundangan Peraturan Daerah ml 
dengan penempatannya dalam Lembaran Oaerah Kabupaten Banyumas 

Peraturan Daerah in, mula, ber1aku pada tanggal d1undangkan 

Bupat1 menelapkan Peraturan tenlang Pe"f"baran Anggaran Pendapatan can BelanJa 
Uaerah sebaga, landasan operas,onal pelaksanaan APBD 

Pasal 7 

Pasal 6 

10 Lamptran X Daftar Perkwaan Penarnbahan dan Pengurangan Aset la,n-la·n, 
11 Larnpnan Xt Daftar kegiatan-kegoatan tahun anggaran set>elumnya yang belum 

disetesaikan dan d1anggar1<an kembal• dalam tahun anggaran ,n, 

12 Larr,p1ran XII Daltar Dana Cooangan Daerah dan 
13 Lamp,ran XIII Daftar P,njaman Daerah can Obligas, Daeran 


